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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

PROVINSI BALI 

NOMOR 32 / TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN 

RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 

PROVINSI BALI 

 

Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan  Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam persiapan 

Renja Perangkat Daerah, perlu mempersiapkan rancangan 

Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Teknis 

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang 

Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis 

Penyusunan Rencana Kerja  Tahun 2023 Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 
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 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan   Lembaran   

Negara   Republik   Indonesia   Nomor 5679); 

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871); 

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 229, Tambahan  Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 6267); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 



3 
 

 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan  Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Nomor 2); 

 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta 
Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3 Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3); 

 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 
2021 Nomor 5); 

 16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk 
Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia 
dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 
(Berita  Daerah  Provinsi  Bali Tahun 2009 Nomor 2); 

 17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Bali  (Berita  Daerah  Provinsi  Bali Tahun 2021 
Nomor 56); 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta 

Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka Perangkat Daerah 

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode 

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan 

yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat. Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah 

tahun 2023, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, serta 

menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Provinsi Bali. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Stastistik Provinsi Bali ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan 

perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan 

pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan 

Informatika, dengan Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik Provinsi Bali. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras 

dengan dokumen perencanaan Tingkat Pusat dan dokumen perencanaan 

Tingkat Provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD.   

 
1.2. LANDASAN HUKUM  

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan 

Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Bali Tahun 2023 adalah sebagai berikut:   

 

a) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

b) Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;  
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c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 

e)  Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;  

f)  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan 

RKPD; 

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

h) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

i)  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025; 

j) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-

2023; 

k) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 
 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN  

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bahan acuan atau 

dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam rangka mewujudkan Visi 

Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan mewujudkan misi ke 22 (Mengembangkan 

Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, 

Transparan, Akuntabel dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik 

Terpadu Yang Cepat, Pasti dan Murah). Sedangkan tujuan penyusunan 

Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Bali adalah sebagai standar acuan kinerja aparat Dinas Komunikasi, 
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Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan 

Fungsinya selama 1 Tahun Anggaran (periode 1 Januari 2023 – 31 

Desember 2023) sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Pemerintah 

Provinsi Bali dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Bali 2018-2023.  

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN  

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini adalah sebagai berikut:  

 BAB I  Pendahuluan : Bab ini memuat  Latar Belakang, Landasan 

Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;  

  BAB II  Hasil Evaluasi Renja Diskominfos Tahun 2021 :  Bab ini memuat 

kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfos 

Tahun 2021 dan Capaian Renstra Diskominfos, Analisa Kinerja 

Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas 

dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan RKPD, 

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;   

  BAB III  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah: Bab ini berisi Telaahan 

Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat 

Daerah, serta Program dan Kegiatan;   

  BAB IV  Rencana Kerja dan Pendanaan 

  BAB V  Penutup 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN 

STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN LALU 

 

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOS TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DISKOMINFOS. 

Sesuai Renstra Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Provinsi Bali Tahun 2013-2018 ditetapkan perencanaan kinerja untuk tahun 

2021 sebanyak 5 program, 11 kegiatan dan 37 Sub kegiatan. 

Dalam tabel berikut disajikan program, kegiatan dan indikator kinerja dalam 

target dan realisasi kinerja sbb : 
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Target dan Realisasi Kinerja Program / Kegiatan Tahun Lalu       

KODE 
Urusan/Bdang Urusan 

Pemerintah Daerah dan 
Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 
(Renstra 

Diskomifos) 
Tahun 2023 

Relisasi Target 
Kinerja Hasil 
Program dan 

Keluaran 
Kegiatan s/d 
Tahun 2020 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (2021) 

Target 
Renja 

Diskominfo
s Th 2021 

Realisasi 
Renja 

Diskominfo
s Th 2021 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 

2.16. URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA     

 

    

 

2.16.01. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja 82,50 80,38*) 81,50 80,38*) *) 

2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan 
dan evaluasi yang tersedia 

58 dokumen 5 dokumen 16 dokumen 16 dokumen 100 % 

2.16.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen Renstra dan 
Renja Perangkat Daerah yang 
disusun sesuai pedoman 

15 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 % 

2.16.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 

2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

38 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 % 

2.16.01.1.02. Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen administrasi 
keuangan yang tersedia 

375 dokumen 75 dokumen 75 dokumen 75 dokumen 100 % 

2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

320 dokumen 64 dokumen 64 dokumen 64 dokumen 100 % 

2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/VeriFikasi Keuangan 
SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

11 dokumen 11 dokumen 11 dokumen 11 dokumen 100 % 

2.16.01.1.06. Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah layanan administrasi 
umum yang tersedia 

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/ Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah komponen instalasi listrik/ 
penerangan bangunan kantor yang 
tersedia dan berfungsi baik 

5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 
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2.16.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 Jumlah peralatan dan 
perlengkapan gedung kantor yang 
siap pakai 

60 bulan 104 unit/12 
bulan 

12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Tersedianya sesajen seharihari dan 
piodalan 

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

 Jumlah dokumen dan spanduk 
yang dicetak dan digandakan 

5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 

2.16.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

 Jumlah bahan bacaan/ koran/media 
cetak yang tersedia dan siap edar 

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu  Jumlah makanan dan minuman 
rapat-rapat, tamu, lembur yang siap 
saji 

15576 kotak 6063 kotak 1150 kotak 1150 kotak 100 % 

2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 Jumlah laporan perjalanan dinas 
dalam rangka rapat-rapat 
koordinasi, konsultasi, seminar, 
bintek dan pameran yang disusun 
dan disampaikan 

333 laporan 144 laporan 15 laporan 15 laporan 100 % 

2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah pengadaan barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah yang 
dilaksanakan 

15 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100 % 

2.16.01.1.07.05 Pengadaan Mebel  Jumlah perlengkapan gedung 
kantor yang siap pakai 

10 paket 2 paket 2 paket 2 paket 100 % 

2.16.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

 Jumlah sarana dan prasarana 
gedung kantor yang siap pakai 

5 paket (85unit) 1 paket 1 paket 1 paket 100 % 

2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah layanan jasa penunjang 
urusan pemerintahan daerah yang 
dilaksanakan 

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Jumlah materai yang tersedia dan 
siap pakai 

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

 Jumlah jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik yang dibayar per 
bulan tepat waktu 

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

 Terlaksananya pemeliharaan 
Kebersihan bangunan gedung 
kantor 

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.01.1.09. Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah yang dalam kondisi baik 
dan siap pakai 

2695 unit 539 unit 539 unit 539 unit 100 % 
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2.16.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

 Jumlah kendaraan dinas roda 2 
dan 4 yang terpelihara dan siap 
pakai 

140 unit 12 bulan 28 unit 28 unit 100 % 

2.16.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel  Jumlah perlengkapan gedung 
kantor yang siap pakai 

2445 unit 489 unit 489 unit 489 unit 100 % 

2.16.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

 Terpeliharanya peralatan dan 
mesin lainnya 

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah gedung kantor dalam 
kondisi baik dan siap pakai 

10 paket 12 bulan/2 paket 2 paket 2 paket 100 % 

2.16.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

 Jumlah sarana dan prasarana 
Pendukung gedung kantor yang 
dalam 
kondisi baik dan siap pakai 

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 

2.16.02. PROGRAM PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
PUBLIK 

Indeks Keterbukaan Informasi 
Publik 

93,20 85,75 92,50 93,20 101,21% 

2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Indeks kepuasan pimpinan dan 
masyarakat terhadap layanan 
informasi 

81 74 77 77 100 % 

2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan 
Perencanaan Media Komunikasi 
Publik 

 Jumlah audio, audio visual, media 
cetak luar ruang, media cetak dalam 
ruang yang diproduksi dan siap 
tayang 

600 buah 120 buah 120 buah 120 buah 100 % 

2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi 
Publik 

 Jumlah publikasi di media cetak, 
elektronik dan online 

150000 berita/ 
tayang 

30000 berita/ 
tayang 

  30000 
berita/ 
tayang 

30000 berita/ 
tayang 

100 % 

2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik  Jumlah Bintek PPID, majalah, 
Pameran Pembangunan, 
Pertunjukan kesenian rakyat dan 
layanan informasi 

531 kali 155 kali 117 kali 117 kali 100 % 

2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber 
Daya Komunikasi Publik 

 Jumlah dialog kehumasan, 
pemasangan sound system dan 
fasilitasi KPID 

265 kali 30 kali 77 kali 77 kali 100 % 

2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi 
Informasi di Daerah 

Jumlah sosialisasi monitoring dan 
evaluasi akses informasi publik 
yang disusun sesuai ketentuan 

34 kali 2 kali 10 kali 10 kali 100 % 

2.16.02.1.01.12 Penyelenggara an Hubungan 
Masyarakat, Media dan Kemitraan 
Komunitas 

Jumlah photo dan video program 
Pemerintah Provinsi Bali yang dirilis 

70000 
photo/video 

14000 
photo/video 

14000 
photo/video 

14000 
photo/video 

100 % 

2.16.03. PROGRAM PENGELOLAAN 
APLIKASI INFORMATIKA 

Indeks SPBE 3 1.72 2,18 3,68 168,81 % 
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2.16.03.1.02. Pengelolaan e-government di 
Lingkup Pemerintah Daerah 
Provinsi 

Jumlah Sistem Pemerintah 
berbasis elektronik 

25 aplikasi 25 aplikasi 25 aplikasi 25 aplikasi 100 % 

2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah pengembangan infrastruktur 
pada Pusat Data yang berfungsi 

10 paket 100%/2paket 2 paket 2 paket 100 % 

2.16.03.1.02.04 Penyelenggaraan Sistem 
Komunikasi Intra Pemerintah 
Daerah 

 Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT 
yang terlayani jaringan intranet dan 
internet 

195 OPD/UPT 39 OPD/UPT 39 OPD/UPT 39 OPD/UPT 100 % 

2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan 
Proses Bisnis Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

 Jumlah aplikasi yang 
dikembangkan dalam mendukung 
SPBE 

100 aplikasi 100% 25 aplikasi 25 aplikasi 100 % 

2.20. URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG STATISTIK 

          

2.20.02 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL 

Persentase data statistik sektoral 
yang valid 

100% 40% 60% 60% 100 % 

2.20.02.1.01. Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral di Lingkup Daerah 
Provinsi 

Jumlah data statistik sektoral 
yang dikumpulkan, diolah, dan 
diseminasi 

55 sektor 11 sektor 11 sektor 11 sektor 100 % 

2.20.02.1.01.01. Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengumpulan, Pengolahan, 
Analisis dan Diseminasi Data 
Statistik 
Sektoral 

Jumlah dokumen hasil 
pengumpulan, pengolahan, analisa 
dan 
diseminasi data statistik sektoral 
yang disusun sesuai ketentuan 

5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 

2.20.02.1.01.03. Membangun Metadata Statistik 
Sektoral 

 Jumlah dokumen metadata statistik 
sektoral yang terbangun 

3 dokumen - 1 dokumen 1 dokumen 100 % 

2.20.02.1.01.06. Penyelenggaraan Otorisasi 
Statistik Sektoral di Daerah 

Jumlah data statistik sektoral yang 
diotorisasi dengan baik 

55 Sektor 11 Sektor 11 Sektor 11 Sektor 100 % 

2.21. URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERSANDIAN           

 

2.21.02. PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN INFORMASI 

Persentase Keamanan Transaksi 
Data dan Informasi Publik 

100% 20% 20% 20% 100 % 

2.21.02.1.01. Penyelenggaraan Persandian 
untuk Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah Provinsi 

Jumlah OPD Pemerintah Daerah 
Provinsi yang informasinya 
diamankan 

190 OPD 38 OPD 38 OPD 38 OPD 100 % 

2.21.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan 
dan Pengelolaan Sumber Daya 
Keamanan Informasi Pemerintah 
Daerah Provinsi 

 Jumlah laporan analisis kebutuhan 
dan pengelolaan sumber daya 
Keamanan informasi Pemerintah 
Daerah Provinsi 

5 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 % 

2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintahan Daerah 
Provinsi Berbasis Elektronik dan 

 Jumlah pelaksanaan keamanan 
Informasi Pemerintah Provinsi Bali 
berbasis 

5 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 % 
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Non Elektronik elektronik dan non elektronik 

2.21.02.1.02. Penetapan Pola Hubungan 
Komunikasi Sandi antar 
Perangkat Daerah Provinsi 

Jumlah entitas jaring komunikasi 
Pemerintah Provinsi Bali yang 
terbangun 

190 OPD 38 OPD 38 OPD 38 OPD 100 % 

2.21.02.1.02.01. Operasionalisasi Jaring 
Komunikasi Sandi Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jumlah laporan pelaksanaan 
jaring komunikasi sandi di Provinsi 
Bali 

5 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 % 

Ket: *) = nilai evaluasi tahun 2019 (untuk nilai tahun 2020 masih proses penilaian) 
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Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 sebagaimana target 

pencapaian renstra 2018-2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Bali dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan telah mencapai nilai 

rata-rata capaian kinerja output sebesar 100%.  

Realisasi keseluruhan anggaran sebesar Rp. 63.581.529.416,63 atau 

sebesar 83,99% dari total rencana anggaran sebesar Rp. 75.699.299.823,00 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfos Tahun 2021 

yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Diskominfos Tahun 2021, 

maka uraian program berdasarkan target dan realisasi sebagai berikut : 

A. Realisasi anggaran program yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan:  

1.  Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan pagu 

Rp. 4.776.479.402 terealisasi sebesar Rp. 4.591.356.533 (96,12%).  

2.  Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi 

Publik Rp.2.089.476.440,00 terealisasi Rp. 2.062.370.788 (98,70%). 

3. Program Peningkatan Layanan Informasi Rp. 19,879,671,984.00 

terealisasi Rp. 18.562.387.816 (93,37%). 

4. Program Pengembangan Infrastruktur TIK Rp. 7.786.009.276,00 

terealisasi Rp. 7.227.286.189 (92,82%). 

5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Rp. 1.751.964.464,00 terealisasi Rp. 1.725.855.293 

(98,51%). 

6. Program Pengembangan Data Statistik Daerah Rp.305,692,652.00 

terealisasi Rp. 305.270.321 (99,86%). 

7.Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik Rp.608,469,967.00 

terealisasi Rp. 607.374.223 (99,82%). 

 

2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  

Pelayanan perangkat daerah dalam tahun 2021 mengalami kendala baik 

terhadap jadwal/waktu pelaksanaan maupun dukungan anggaran. Adanya 

pandemi covid19 mengharuskan perangkat daerah melakukan penyesuaian 

baik terhadap waktu maupun anggaran. Namun demikian kegiatan prioritas 

dalam rangka mewujudkan visi kepala daerah dan penanganan pandemi 

covid-19 tetap berjalan sehingga target fisik dapat terealisasi dengan baik. 
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Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien 

dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

target indeks 2.18 telah tercapai bahkan terlampaui. Pelayanan bidang 

komunikasi, informatika, statistik dan persandian melalui program-program 

prioritas secara garis besar dapat diuraikan sbb: 

1. Program pengelolaan aplikasi informatika 

Diwujudkan dengan kegiatan: 

a) Layanan Free Wifi 

Layanan BKK Free Wifi bagi Desa Adat, Objek Wisata, dan 

Puskesmas pada 1.681 titik layanan wifi untuk mendorong 

terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber 

optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan 

pembangunan infrastruktur terintegrasi serta terkonektivitas antar-

wilayah. Layanan Free Wifi tersebut dikecualikan untuk Kabupaten 

Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten 

Badung. 

Selain layanan wifi gratis melalui BKK juga dilaksanakan layanan 

Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se- Bali sebanyak 142 titik 

melalui APBD Provinsi Bali. 

b) Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi 

Pengelolaan / pengembangan aplikasi dan proses bisnis 

pemerintahan berbasis elektronik sebanyak 25 aplikasi untuk 

pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada perangkat daerah 

di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berbagai system aplikasi 

yang dikelola antara lain: 

Absensi digital (Face Detection), E-Office, TTE, HMC, SIKUAT, 

SISNAKER, UMKM, IKM, Koperasi, Cek Diri, Love Bali, Integrasi 

SIMPEG dengan aplikasi lainnya, Website dan email resmi Baliprov, 

Virtual meeting Virtual exhibiti. 

c) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali  

Pusat data Pemerintah Provinsi Bali berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan data dan aplikasi (private cloud) serta pusat 

penyaluran akses internet keseluruh perangkat daerah Provinsi Bali. 
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Layanan private cloud berupa layanan virtual machine yang 

digunakan untuk menempatkan aplikasi, website dan data 

penyimpanan pada private cloud tersebut. 

Pemeliharaan perangkat komputer/jaringan dan instalasi pada pusat 

data Pemerintah Provinsi Bali termasuk pengadaan router. 

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi 

untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terestrial, 

telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, 

dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai 

destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali 

berupa Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 

6.0 Kerthi Bali” diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian 

Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru. 

 

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melalui: 

a. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media 

Elektronik, serta Media Online. 

b. Pelayanan Informasi Publik 

Layanan informasi dilaksanakan dalam rangka penyampaian 

program-program pembangunan kepada masyarakat agar 

masyarakat tahu kegiatan yang dilakukan pemerintah sekaligus 

masyarakat dapat memantau, mengawasi program-program 

tersebut. Penyampaian informasi melalui menyiapkan tempat 

pelayanan informasi, penerbitkan majalah bungansandat, 

melaksanakan pameran pembangunan secara virtual, pertunjukan 

rakyat. 

c. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, melalui ; Literasi 

Informasi dan media sosialisasi monitoring dan evaluasi akses 

informasi publik. 

d. Penguatan Pelayanan Sound System 

Pelayanan sound system melalui satu unit mobil, lengkap dengan 

perangkat sound beserta tenaga operatornya, dilaksanakan dalam 
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rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan 

perangkat daerah lainnya. 

 

3. Program Penyelengaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

a. Audit Persandian 

Audit penyelenggaraan persandian adalah kegiatan Direktorat 

Proteksi Pemerintah BSSN untuk melakukan penilaian 

pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

penyelenggaraan persandian sesuai dengan Pedoman Kepala 

Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Instrumen 

Pengukuran Penyelenggaraan Persandian, dengan area Profit 

Penyelenggara Persandian, Tata Kelola dan Kerangka Kerja 

Penyelenggaraan Persandian, Pengelolaan Sumber Daya 

Persandian dan Operasional Persandian. 

b. Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) 

Menyelenggarakan Cyber Security Incident Response Team 

(CSIRT) untuk mendeteksi, menanggulangi dan memulihkan 

segala bentuk ancaman serangan cyber yang bertujuan 

mengamankan informasi elektronik. 

c. Kontra Penginderaan 

Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan 

Jammer yang bertujuan pengamanan informasi non elektronik 

Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan 

pemeriksaan barang elektronik untuk menghindari terjadinya 

penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran 

informasi. 

d. Tanda Tangan Elektronik (TTE) 

Implementasi Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik 

(TTE) kepada seluruh pejabat ess 1 dan 2  di lingkup Pemerintah 

Provinsi Bali, Sebagai salah satu upaya pengamanan informasi 

elektronik. 
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e. IT Security Assesment (ITSA) 

ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi 

elektronik (software) dalam tahapan testing (sebelum aplikasi 

diluncurkan) dengan tujuan untuk menemukan celah kerentanan 

keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan 

dikemudian hari. 

 

4. Program Penyelengaraan Statistik Sektoral 

Bali Satu Data merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang 

dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data 

demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. 

Amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang  Satu Data Indonesia 

dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 

Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem 

Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia bahwa Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral 

melalui Portal Satu Data. Diskominfos Provinsi Bali dalam Tahun 2021 

telah menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral. 

Sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembangunan daerah, maka telah disusun Buku Bali Membangun 

Tahun 2020 yang menyajikan data – data statistik sektoral. 
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  Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali   

NO Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) 

SPM/ 
standar 
Nasiona

l 

IKK 

Target Rentra Diskominfos Realisasi Capaian 
Proyeksi 

Tahun 
2023 (n) 

Catatan 
Analisis 

Tahun 
2021 (n-2)  

Tahun 
2022 (n-1) 

Tahun 
2023 (n) 

Tahun 
2021 (n-2) 

Prediksi 
s/d Tahun 
2022  (n-1) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja - - 81,50 82 82,50 81,50 *) 82 82,50 *) masih 
proses 
penilaian  

1 Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia 
  

16 
dokumen 

16 
dokumen 

16 
dokume
n 

16 
dokumen 

16 
dokumen 

16 
dokumen 

 

 
• Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang 

disusun sesuai pedoman 

  
3 
dokumen 

3 
dokumen 

3 
dokume
n 

3 
dokumen 

3 
dokumen 

3 
dokumen 

 

 
• Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang sesuai 

ketentuan 

  
1 
dokumen 

1 
dokumen 

1 
dokume
n 

1 
dokumen 

1 
dokumen 

1 
dokumen 

 

 
• Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang 

sesuai ketentuan 

  
12 
dokumen 

12 
dokumen 

12 
dokume
n 

12 
dokumen 

12 
dokumen 

12 
dokumen 

 

2 Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia 
  

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 
 

 
• Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat 

koordinasi, konsultasi, seminar, bintek dan pameran yang 
disusun dan disampaikan tepat waktu 

  
10 laporan 11 laporan 12 

laporan 
10 laporan 11laporan 12 laporan 

 

 
• Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang 

siap pakai 

  
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

 
• Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan 

kantor yang tersedia dan berfungsi baik 

  
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 

 

 
• Jumlah dokumen dan spanduk yang dicetak dan digandakan 

  
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 

 

 
• Tersedianya sesajen sehar-hari dan piodalan 

  
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

 
• Jumlah bahan bacaan / koran / media cetak yang tersedia 

dan siap edar 

  
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

 
• Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat, tamu, lembur 

yang siap saji 

  
1150 
kotak 

1150 
kotak 

1150 
kotak 

1150 
kotak 

1150 
kotak 

1150 
kotak 

 

3 Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 
yang dilaksanakan 

  
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

 
• Jumlah materai yang tersedia dan siap pakai 

  
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

4 Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai 

  
539 unit 539 unit 539 unit 539 unit 539 unit 539 unit 
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• Jumlah kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang terpelihara dan 

siap pakai 

  
28 unit 28 unit 28 unit 28 unit 28 unit 28 unit 

 

 
• Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 

yang dalam kondisi baik dan siap pakai 

  
15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 

 

 
• Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik dan siap pakai 

  
7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit 

 

 
• Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya 

  
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

 
• Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai 

  
489 unit 489 unit 489 unit 489 unit 489 unit 489 unit 

 

5 Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 
yang dilaksanakan 

  
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

 
• Terlaksananya pemeliharaan kebersihan bangunan gedung 

kantor 

  
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

 
• Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang 

dibayar per bulan tepat waktu 

  
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 

 

6 Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia 
  

75 
dokumen 

75 
dokumen 

75 
dokume
n 

75 
dokumen 

75 
dokumen 

75 
dokumen 

 

 
• Jumlah dokumen (SPP/SPM Gaji, TPP, Honor dan 

Kekurangan gaji) 

  
64 
dokumen 

64 
dokumen 

64 
dokume
n 

64 
dokumen 

64 
dokumen 

64 
dokumen 

 

 
• Jumlah dokumen / proposal hibah yang terealisasi 

  
11 
dokumen 

11 
dokumen 

11 
dokume
n 

11 
dokumen 

11 
dokumen 

11 
dokumen 

 

7 Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah yang dilaksanakan 

  
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 

 

 
• Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang siap 

pakai 

  
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 

 

 
• Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai 

  
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 

 

B Indeks Keterbukaan Informasi Publik - - 92,50 93 93,20 92,20 93,62 93   

1 Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan 
informasi 

  
77 79 81 77 79 81 

 

 
• Jumlah publikasi di media cetak, elektronik dan online 

  
30000 
berita/ 
tayang 

30000 
berita/ 
tayang 

30000 
berita/ 
tayang 

30000 
berita/ 
tayang 

30000 
berita/ 
tayang 

30000 
berita/ 
tayang 

 

 
• Jumlah audio, audio visual, media cetak luar ruang, media 

cetak dalam ruang yang diproduksi dan siap tayang 

  
120 buah 120 buah 120 

buah 
120 buah 120 buah 120 buah 

 

 
• Jumlah dialog kehumasan, pemasangan sound system dan 

fasilitasi KPID 

  
39 kali 39 kali 39 kali 39 kali 39 kali 39 kali 

 

 
• Jumlah literasi informasi dan media serta sosialisasi 

monitoring dan evaluasi akses informasi publik yang disusun 
sesuai ketentuan 

  
16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 16 kali 

 



17 
 

 
• Jumlah dialog kerjasama jejaring komunikasi serta informasi 

kehumasan dengan humas pusat, kabupaten / kota, instansi 
vertikal yang ditindaklanjuti 

  
26 kali 26 kali 26 kali 26 kali 26 kali 26 kali 

 

 
• Jumlah photo dan video program Pemerintah Provinsi Bali 

yang dirilis 

  
14000 
photo/ 
video 

14000 
photo/ 
video 

14000 
photo/ 
video 

14000 
photo/ 
video 

14000 
photo/ 
video 

14000 
photo/ 
video 

 

E Indeks SPBE - - 2,18 2,52 3 3,68 2,52 3   

1 Jumlah Sistem Pemerintah berbasis elektronik 
  

25 aplikasi 25 aplikasi 25 
aplikasi 

25 aplikasi 25 aplikasi 25 aplikasi 
 

 
• Jumlah opd, SMA/SMK dan OPT yang terlayani jaringan 

intranet dan internet 

  
39 opd 39 opd 39 opd 39 opd 39 opd 39 opd 

 

 
• Jumlah aplikasi yang dikembangkan dalam mendukung 

SPBE 

  
25 aplikasi 25 aplikasi 25 

aplikasi 
25 aplikasi 25 aplikasi 25 aplikasi 

 

 
• Jumlah pengembangan infrastruktur pada pusat data yang 

berfungsi 

  
2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 

 

G Persentase data statistik sektoral yang valid - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

1 Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan 
diseminasi 

  
11 sektor 11 sektor 11 

sektor 
11 sektor 11 sektor 11 sektor 

 

 
• Jumlah metadata statistik sektoral yang terbangun 

  
1 
dokumen 

1 
dokumen 

1 
dokume
n 

1 
dokumen 

1 
dokumen 

1 
dokumen 

 

 
• Jumlah dokumen hasil pengumpulan, pengolahan, analisa 

dan diseminasi data statistik sektoral yang disusun sesuai 
ketentuan 

  
1 
dokumen 

1 
dokumen 

1 
dokume
n 

1 
dokumen 

1 
dokumen 

1 
dokumen 

 

 
• Jumlah data statistik sektoral yang diotorisasi dengan baik 

  
11 sektor 11 sektor 11 

sektor 
11 sektor 11 sektor 11 sektor 

 

H Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik - - 60% 80% 100% 60% 80% 100%   

1 Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya 
diamankan 

  
38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 

 

 
• Jumlah pengamanan data dan informasi Pemerintah Provinsi 

Bali 

  
38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 

 

 
• Jumlah laporan analisis keamanan informasi yang disusun 

sesuai ketentuan 

  
2 
dokumen 

2 
dokumen 

2 
dokume
n 

2 
dokumen 

2 
dokumen 

2 
dokumen 

 

2 Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang 
terbangun 

  
38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 

 

 
• Jumlah database dan entitas jaring komunikasi sandi yang 

aman di Pemerintah Provinsi Bali 

  
38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 38 opd 

 

 

 

 



18 
 

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI BALI BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 
 

Sasaran/ Program Indikator/Kegiatan 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaia
n% 

Alokasi Realisasi Capaian
% 

Terwujudnya 
Komunikasi dan 
Informasi Publik 
yang Efektif dan 
Efisien 

       

Terwujudnya 
pelayanan 
komunikasi dan 
informatika yang 
berkualitas 

Indeks Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) 

2,18 3,68 168,81 23,432,281,98
1 

20,801,298,33
2 

88,77 

Jumlah Sistem Pemerintah berbasis 
elektronik 

25 
aplikasi 

25 
aplikasi 

100% 23,432,281,98
1 

20,801,298,33
2 

88,77 

Indeks Keterbukaan Informasi 

Publik 

92,50 93,62 101,21

% 

2.089.476.440 2.062.370.788 98,70 

Indeks kepuasan pimpinan dan 
masyarakat terhadap layanan 
informasi 

77 77 100% 31,958,560,97

9 

 

24,138,102,67

4 

 

75,53 

Nilai evaluasi manajemen kinerja 81,50 80,38*) *) 507.472.412 506.628.438 99,83 

Jumlah dokumen perencanaan dan 
evaluasi yang tersedia 

16 dok 16 dok 100% 31,023,850 
 

26,238,090  
 

84,57 

Jumlah layanan administrasi umum 
yang tersedia 

12 bln 12 bln 100% 1,237,270,075 
 

1,103,291,010 
 

89,17 
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Jumlah layanan jasa penunjang 
urusan pemerintahan daerah yang 
dilaksanakan 

12 bln 12 bln 100% 401,135,000 
 

336,796,022 
 

83,96 

Jumlah Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah yang dalam kondisi baik dan 
siap pakai 

539 unit 539 unit 100% 3,689,308,220 
 

3,338,199,743 
 

90,48 

Jumlah dokumen administrasi 
keuangan yang tersedia 

75 dok 75 dok 100% 13,557,633,17
4 

 

12,838,695,29
2 

 

94,70 

Jumlah pengadaan barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah yang 
dilaksanakan 

3 pkt 3 pkt 100% 388,129,400 
 

355,166,000 
 

91,51 

Meningkatnya 
ketersediaan data 
statistik yang 
berkualitas 

Persentase Data Statistik 
Sektoral yang Valid 

100% 100% 100% 446,271,968 332,481,820 74,50 

Jumlah data statistik sektoral yang 
dikumpulkan, diolah, dan 
diseminasi 

11 sektor 11 sektor 100% 446,271,968 332,481,820 74,50 

Meningkatnya 
Keamanan Informasi 
Pemerintah 

Persentase keamanan transaksi data 
dan informasi publik 

60% 60% 100% 557,685,176 311,260,434.2
5 

55,81 

Jumlah OPD Pemerintah Daerah 
Provinsi yang informasinya 
diamankan 

38 OPD 38 OPD 100% 320,126,268 169,684,374 53 

Jumlah entitas jaring komunikasi 
Pemerintah Provinsi Bali yang 
terbangun 

38 OPD 38 OPD 100% 237,558,908 141,576,059.9
1 

59,60 

Total Pagu Anggaran    75,699,299,82

3 

63,581,529,41

7 

94,31 

Ket : *) masih dalam proses penilaian. 
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2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI 

PERANGKAT DAERAH. 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun  

2021 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi 

Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan 

daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, sampai dengan 

dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi; 

c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, 

informatika dan statistik dan persandian; 

d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; 

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, mempunyai 22 misi dan sesuai 

tugas pokok dan fungsi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistik Provinsi Bali mewujudkan misi Kepala Daerah ke 22 

(Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang 

Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih Serta 

Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti dan 

Murah). Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, 

berperan dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Pengelolaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peningkatan 
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Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik. 

Sedangkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kualitas 

tata kelola pemerintahan maka harus didukung dengan data yang 

valid. Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 

Bali juga melaksanakan program pengembangan data statistik 

daerah, guna penyediaan data sektoral yang digunakan sebagai 

dasar pembangunan. 

Selain mewujudkan misi ke 22, dalam rangka mewujudkan 

komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien berbasis 

Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK), Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi juga melaksanakan Peningkatan Kualitas 

Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik, Pengembangan 

Komunikasi, Informasi dan Media Massa, Pengembangan 

Infrastruktur TIK, serta Optimalisasi Keamanan Informasi Publik. 

Tugas pokok dan fungsi diwujudkan dalam bentuk program dan 

direalisasi melalui kegiatan dengan sub-sub kegiatannya. 

 

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD 

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

maka dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja sub 

kegiatan. Penyesuaian indikator baru dilakukan untuk 36 sub 

kegiatan pada 5 Program dan 11 Kegiatan. 

Pada rancangan akhir RKPD tahun 2023 telah dicanangkan target 

pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 390.430.509.865,00. 

Adanya perkembangan/tambahan anggaran pada program/ 

kegiatan prioritas berupa penyelesaian pembangunan taman 

teknologi Turyapada, Kegiatan Bali Digifest, anggaran Fasilititasi 

Pimpinan serta mempercepat pembanggunan system pemerintahan 

berbasis elektronik Pemerintah Provinsi Bali, maka pagu anggaran 

tahun 2023 bertambah menjadi Rp. 388.595.327.281,00 
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Pada urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, terdapat 

program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan 

indikator nilai evaluasi manajemen kinerja. 

Pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik. 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator Indeks 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Pada urusan pemerintahan bidang Statistik terdapat Program 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase 

Data Statistik Sektoral yang valid. 

Pada urusan pemerintahan bidang Persandian terdapat program 

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan 

indikator persentase keamanan transaksi data dan informasi publik.  

 

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

MASYARAKAT. 

Rancangan awal Renja Diskominfos Tahun 2023 telah disampaikan 

dan dibahas pada Forum Perangkat Daerah tanggal 21 Pebruari 

2022 yang dilaksanakan melalui zoom meeting diikuti oleh tokoh 

masyarakat, kalangan akademisi, perangkat daerah terkait provinsi 

maupun kabupaten/kota, kelompok ahli pembangunan bidang 

teknologi informasi serta seluruh pejabat dilingkungan Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. 

Usulan/masukan dari peserta forum yang sebagian besar 

mengarah kepada substansi rancangan dan teknis pelaksanaan 

selanjutnya ditelaah dan akan disesuaikan dalam rencana teknis 

pelaksanaan program/kegiatannya sehingga rancangan awal renja 

akan dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat serta 

dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada Prioritas Nasional 2 adalah 

Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas 

dan kemaritiman. 

Salah satu arah kebijakan prioritas nasional 2, adalah Meningkatkan 

konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi melalui program 

penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan 

komunikasi. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi 

dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan 

komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan 

tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat namun juga 

mendukung tumbuhnya berbagai sektor unggulan. Sektor telekomunikasi 

dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan 

efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai 

inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Salah satu arah kebijakan prioritas nasional 2, adalah Meningkatkan 

konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi melalui program 

penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan 

komunikasi. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi 

dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan 

komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan 

tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat namun juga 

mendukung tumbuhnya berbagai sektor unggulan. Sektor telekomunikasi 

dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan 

efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai 

inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Program prioritas nasional peningkatan konektivitas TIK dilakukan melalui 5 

kegiatan prioritas diantaranya penyediaan dan pengembangan infrastruktur 

TIK. 

Pada Prioritas Nasional (PN-5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pemerintah Indonesia akan 

memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan 
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keunggulan wilayah diantaranya melalui Pengembangan infrastruktur 

perkotaan berbasis TIK.  

Dalam rapat kerja Kementerian Kominfo dengan Komisi I DPR tahun 2022 

dinyatakan bahwa Kementerian Kominfo akan mendukung 3 prioritas 

pembangunan nasional. Kominfo mengimplementasikan yang berhubungan 

dengan pegembangan sumber daya manusia, infrastruktur TIK (teknologi 

informasi dan komunikasi), ekonomi serta pelayanan publik. Kementerian 

Kominfo sebagai leading sektor yang berhubungan dengan isu transformasi 

digital juga ditugaskan untuk melaksanakan implementasi proyek atau 

major project transformasi digital utuk meningkatkan pemerataan dan 

kualitas layanan digital di Indonesia. Adapun lima program prioritas Kominfo 

diantaranya percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, 

penguatan infrastruktur digital pemerintah, penguatan tata kelola data 

termasuk pertukaran data lintas batas, dan penguatan komunikasi publik 

termasuk melalui platform digital. 

Selaras dengan hal tersebut, Program pengembangan infrastruktur TIK 

pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilaksanakan 

melalui 3 kegiatan prioritas yaitu; kegiatan pengelolaan perangkat dan 

jaringan system informasi, pemanfaatan infrastruktur jaringan komunikasi 

dan standarisasi perangkat keamanan data dan informasi.  

 

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam 

mewujudkan misi Kepala Daerah ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata 

Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Terbuka, Transparan, 

Akuntabel dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu 

Yang Cepat, Pasti dan Murah) menetapkan dua tujuan yang tertuang 

dalam RPJMD:  

Tujuan 1:  Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 

Indikator tujuan: survey eksternal pelayanan publik. 

Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik. 

Indikator Sasaran: Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. 

Pada tujuan 1 tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Provinsi 

Bali mewujudkannya melalui program: 
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1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) yang disesuaikan dalam program pengelolaan 

aplikasi informatika. 

Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi 

Publik yang disesuaikan dengan program pengelolaan informasi dan 

komunikasi publik. 

Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik. 

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. 

Indikator Tujuan: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

Sasaran: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 

Indikator sasaran: Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. 

Pada tujuan 2 tersebut Dinas Komunikasi informatika dan Statistik Provinsi 

Bali mewujudkannya melalui program: Pengembangan Data Statistik 

Daerah yang disesuaikan menjadi program penyelenggaraan statistik 

sektoral, dengan indikator: Persentase data statistik sektoral yang valid. 

Terhadap kedua tujuan tersebut didukung oleh tujuan Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistik Provinsi Bali yaitu Terwujudnya Komunikasi dan 

Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien. 

 

3.3  PROGRAM DAN KEGIATAN 

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah maka Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 

merencanakan 5 Program, 11 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan 

rincian sebagai berikut : 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi: 

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah. 

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah. 

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 

c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 
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b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ 

Verifikasi Keuangan SKPD. 

3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan Kantor. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 

d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan. 

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD. 

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah. 

a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. 

b) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya. 

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah. 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik. 

c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan. 

b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel. 

c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya. 

e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 
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B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah 

Daerah Provinsi. 

a) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media 

Komunikasi Publik. 

b) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. 

c) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik. 

d) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi 

Publik. 

e) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di 

Daerah. 

f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media 

dan Kemitraan Komunitas. 

 

C. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 

1) Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah 

Provinsi. 

a)   Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah. 

b)   Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra 

Pemerintah Daerah. 

c)   Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

 

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 

1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah 

Provinsi. 

a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. 

b) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral. 

c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di 

Daerah. 

 

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 

PENGAMANAN INFORMASI 

1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan 

Informasi Pemerintah Daerah Provinsi. 
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a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan 

Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi. 

b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan 

Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. 

2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar 

Perangkat Daerah Provinsi. 

a) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi 

Pemerintah Daerah Provinsi.  
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 

2023 meliputi: 

Dibidang urusan komunikasi dan informatika direncanakan; melaksanakan 

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan 

Informasi Publik, Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah, 

Menyelenggarakan keterbukaan informasi publik dan literasi media, Mengelola 

perangkat dan jaringan sistem informasi pada Pusat Data Pemerintahan 

Daerah, pembangunan taman teknologi, menyediakan akses internet untuk 

OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, SMA/SMK, dan UPT. 

Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik 

(SPBE). Dibidang urusan statistik direncanakan; Melaksanakan Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, Membangun 

Metadata Statistik Sektoral, dan Menyelenggarakan Otorisasi Statistik Sektoral 

di Daerah. Dibidang persandian direncanakan melaksanakan Analisis 

Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah 

Daerah Provinsi, Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah 

Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, Melaksanakan Operasioalisasi 

Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah.  

Seluruh rencana kerja tersebut dirangkum dalam 5 Program, 11 Kegiatan dan 

36 Sub Kegiatan. 

Anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 390.430.509.865,00 terinci 

sbb: 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 

Rp.18.838.243.312,00 

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Rp.23.844.967.536,00. 

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp.345.912.116.433,00 

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 810.988.888,00 

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 

Rp.1.024.193.696,00 

Data Pagu Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 sbb: 
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Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Diskominfos Tahun 2023 
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 

 

KODE 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan 

Tahun 2023 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Tahun 2024 

Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 
Kebutuhan Dana / 

Pagu Indikatif 
Target Capaian 

Kinerja 
Kebutuhan Dana / 

Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 URUSAN PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG TIDAK 
BERKAITAN DENGAN 
PELAYANAN DASAR       

390,430,509,865 

    

64,214,804,965 

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA       

388,595,327,281 

    

62,941,273,090 

2.16.1 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

Nilai Evaluasi Manajemen 
Kinerja   

82.50 18,838,243,312 

  

82.75 24,960,599,590 

2.16.1.1.01 Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah dokumen 
perencanaan dan evaluasi 
yang tersedia   

16 dokumen 50,138,800 

  

16 dokumen 384,324,600.00 

2.16.1.1.01.1 Penyusunan dokumen 
perencanaan perangkat daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

3 dokumen 23,939,400 

  

3 dokumen 154,737,000.00 

2.16.1.1.01.6 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

1 dokumen 15,572,400 

  

1 dokumen 42,659,100.00 

2.16.1.1.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

12 dokumen 10,627,000 

  

12 dokumen 186,928,500.00 

2.16.1.1.02 Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 
administrasi keuangan yang 
tersedia   

75 dokumen 13,905,527,364 

  

75 dokumen 16,180,114,500 

2.16.1.1.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

77 orang/bulan 13,051,317,964 

  

77 orang/bulan 15,211,350,000 
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2.16.1.1.02.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 

Sumerta Kelod 

11 dokumen 854,209,400 

  

11 dokumen 968,764,500 

2.16.1.1.06 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah layanan administrasi 
umum yang tersedia 

  

12 bulan 658,173,900 

  

12 bulan 1,178,100,000 

2.16.1.1.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

1 paket 5,244,600 

  

1 paket 5,775,000 

2.16.1.1.06.2 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

12 paket 315,553,000 

  

12 paket 652,575,000 

2.16.1.1.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

12 paket 87,500,000 

  

12 paket 147,840,000 

2.16.1.1.06.5 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 
yang Disediakan 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

1 paket 25,161,300 

  

1 paket 60,637,500 

2.16.1.1.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

12 dokumen 39,900,000 

  

12 bulan 43,890,000 

2.16.1.1.06.9 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

10 laporan 184,815,000 

  

10 laporan 267,382,500 

2.16.1.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah pengadaan barang 

milik daerah penunjang 
urusan Pemerintah Daerah 
yang dilaksanakan 

  3 paket 208,825,400 

  

3 paket 446,840,900 

2.16.1.1.07.5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

2 paket 104,180,000 

  

2 paket 340,725,000 

2.16.1.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

1 unit 104,645,400 

  

1 unit 106,115,900 

2.16.1.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah layanan jasa 
penunjang urusan 
pemerintahan daerah yang 
dilaksanakan 

  12 bulan 420,865,000 

  

12 bulan 184,965,000 

2.16.1.1.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

12 laporan 3,355,000 

  

12 laporan 3,696,000 
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2.16.1.1.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 

Sumerta Kelod 

12 laporan 282,000,000 

  

12 laporan 31,870,000 

2.16.1.1.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

12 laporan 135,510,000 

  

12 laporan 149,399,000 

2.16.1.1.09 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah barang milik daerah 
penunjang urusan 
pemerintahan daerah yang 
dalam kondisi baik dan siap 
pakai 

  539 unit 3,594,712,848 

  

539 unit 6,586,257,590 

2.16.1.1.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 

Sumerta Kelod 

28 unit 1,895,944,272 

  

28 unit 3,265,690,890 

2.16.1.1.09.5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang 
Dipelihara 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

489 unit 7,120,000 

  

489 unit 7,911,200 

2.16.1.1.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

50 unit 172,890,000 

  

50 unit 191,037,000 

2.16.1.1.09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

7 unit 1,406,628,576 

  

7 unit 2,705,815,500 

2.16.1.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

15 unit 112,130,000 

  

15 unit 415,800,000 

2.16.2 PROGRAM PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
PUBLIK 

Indeks Keterbukaan 
Informasi Publik 

  93,20 indeks 23,844,967,536 

  

93,50 indeks 22,630,723,500 

2.16.2.1.01 Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Indeks kepuasan pimpinan 

dan masyarakat terhadap 
layanan informasi 

  79 indeks 23,844,967,536 

  

79 indeks 22,630,723,500 

2.16.2.1.01.4 Pengelolaan Konten dan 
Perencanaan Media Komunikasi 
Publik 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Konten dan 
Perencanaan Media 
Komunikasi Publik 

9 kab/kota 120 dokumen 2,101,515,388 

  

120 dokumen 3,164,700,000 

2.16.2.1.01.5 Pengelolaan Media Komunikasi 
Publik 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan Pengelolaan 
Media Komunikasi Publik 

9 kab/kota 30000 dokumen 12,547,640,140 

  

30000 dokumen 12,843,600,000 

2.16.2.1.01.6 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil 
Pelayanan Informasi Publik 

9 kab/kota 117 dokumen 2,068,356,688 

  

117 dokumen 385,423,500 

2.16.2.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber 
Daya Komunikasi Publik 

Jumlah Sumber Daya 
Komunikasi Publik yang 
Meningkat Kapasitasnya 

9 kab/kota 77 orang 3,341,774,928 

  

77 orang 3,058,440,000 
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2.16.2.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi 
Informasi di Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penguatan Tata Kelola 

Komisi Informasi di Daerah 

9 kab/kota 16 dokumen 2,085,684,092 

  

16 dokumen 984,060,000 

2.16.2.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan 
Masyarakat, Media dan Kemitraan 
Komunitas 

Jumlah Dokumen Kemitraan 
dengan Masyarakat, Media 
dan Komunitas dalam 
Mendiseminasikan 
Informasi Program atau 
Kebijakan 

9 kab/kota 14 dokumen 1,699,996,300 

  

14 dokumen 2,194,500,000 

2.16.3 PROGRAM PENGELOLAAN 
APLIKASI INFORMATIKA 

Indeks Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

  3 345,912,116,433 

  

3.25 15,349,950,000 

2.16.3.1.02 Pengelolaan e-government di 

Lingkup Pemerintah Daerah 
Provinsi 

Jumlah Sistem Pemerintah 

berbasis elektronik 

  25 aplikasi 345,912,116,433 

  

25 aplikasi 15,349,950,000 

2.16.3.1.02.3 Pengelolaan Pusat Data 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Pusat Data 
Pemerintahan Daerah yang 
Dikelola 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

1 unit 326,653,749,468 

  

1 unit 1,212,750,000 

2.16.3.1.02.4 Penyelenggaraan Sistem 
Komunikasi Intra Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Sistem 
Komunikasi Intra 
Pemerintah Daerah 

9 kab/kota 39 dokumen 9,413,234,869 

  

39 dokumen 9,286,200,000 

2.16.3.1.02.7 Pengembangan Aplikasi dan 
Proses Bisnis Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Jumlah Aplikasi dan Proses 
Bisnis Pemerintahan 
Berbasis Elektronik yang 
Dikembangkan 

9 kab/kota 25 unit 9,845,132,096 

  

25 unit 4,851,000,000 

2.2 URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG STATISTIK   

  
  

810,988,888 
    

593,236,875 

2.20.2 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
STATISTIK SEKTORAL 

Persentase Data Statistik 
Sektoral Yang Valid 

  100% 810,988,888 

  

100% 593,236,875 

2.20.2.1.01 Penyelenggaraan Statistik 
Sektoral di Lingkup Daerah 

Provinsi 

Jumlah data statistik 
sektoral yang dikumpulkan, 
diolah, dan diseminasi 

  11 sektor 810,988,888 

  

11 sektor 593,236,875 

2.20.2.1.01.1 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengumpulan, Pengolahan, 
Analisis dan Diseminasi Data 
Statistik Sektoral 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengumpulan, Pengolahan, 
Analisis dan Diseminasi 
Data Statistik Sektoral 

9 kab/kota 1 dokumen 308,349,396 

  

1 dokumen 268,104,375 

2.20.2.1.01.3 Membangun Metadata Statistik 
Sektoral 

Jumlah Metadata Statistik 
Sektoral yang Dihimpun 

9 kab/kota 1 dokumen 275,848,996 

  

1 dokumen 209,055,000 

2.20.2.1.01.6 Penyelenggaraan Otorisasi 
Statistik Sektoral di Daerah 

Jumlah data Statistik 
Sektoral yang Dihimpun 

9 kab/kota 1 dokumen 226,790,496 

  

1 dokumen 116,077,500 

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG PERSANDIAN   

  
  

1,024,193,696 
    

680,295,000 

2.21.2 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 

PERSANDIAN UNTUK 

Persentase Keamanan 
Transaksi Data dan 

Informasi Publik 

  100% 1,024,193,696 

  

100% 680,295,000 
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PENGAMANAN INFORMASI 

2.21.2.1.01 Penyelenggaraan Persandian 
untuk Pengamanan Informasi 
Pemerintah Daerah Provinsi 

Jumlah OPD Pemerintah 
Daerah Provinsi yang 
informasinya diamankan 

  38 OPD 518,467,848 

  

38 OPD 391,545,000 

2.21.2.1.01.2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan 
dan Pengelolaan Sumber Daya 
Keamanan Informasi Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jumlah Laporan Analisis 
Kebutuhan dan Pengelolaan 
Sumber Daya Keamanan 
Informasi Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

2 laporan 333,949,448 

  

2 laporan 206,745,000 

2.21.2.1.01.3 Pelaksanaan Keamanan Informasi 
Pemerintahan Daerah Provinsi 
Berbasis Elektronik dan Non 
Elektronik 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintahan 
Daerah Provinsi Berbasis 
Elektronik dan Non 
Elektronik 

Kota Denpasar, 
Denpasar Timur, 
Sumerta Kelod 

1 laporan 184,518,400 

  

1 laporan 184,800,000 

2.21.2.1.02 Penetapan Pola Hubungan 
Komunikasi Sandi antar 
Perangkat Daerah Provinsi 

Jumlah entitas jaring 
komunikasi Pemerintah 
Provinsi Bali yang 
terbangun 

  38 OPD 505,725,848 

  

38 OPD 288,750,000 

2.21.2.1.02.1 Operasionalisasi Jaring 
Komunikasi Sandi Pemerintah 
Daerah Provinsi 

Jumlah Perangkat Daerah 
yang Terhubung dalam 
Jaring Komunikasi Sandi 

9 kab/kota 38 OPD 505,725,848 

  

38 OPD 288,750,000.00 
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BAB V 

PENUTUP 

 

a. Catatan penting yang perlu menjadi perhatian. 

Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Bali Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang 

selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman untuk memberikan arah bagi 

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 guna mendukung 

tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.  

Perlu juga diantisipasi apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 

usulan kebutuhan maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap 

belanja-belanja yang ada dengan prinsip meminimalkan penggunaan 

anggaran dan memaksimalkan volume yang telah diajukan. Dalam hal 

tersebut maka penentuan skala prioritas penyisiran diutamakan pada 

belanja penunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Bali dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. 

 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka kaidah-kaidah yang 

diterapkan dalam pelaksanaan Renja antara lain;  

1) Agar pelaksanaan program dapat bermanfaat bagi masyarakat maka 

program harus mengakomodasi usulan program dan kegiatan yang 

berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui Forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah.  

2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, 

informatika, statistik dan persandian maka diarahkan pada pencapaian 

visi misi kepala daerah dengan menggerakkan secara optimal semua 

potensi dan kekuatan yang ada. 
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c. Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan 

menjadi tugas masing-masing pelaksana teknis kegiatan dengan strategi: 

1) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

2) Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga/masyarakat terkait. 

3) Mengacu pada program kegiatan tahun lalu. 

4) Optimalisasi alokasi dana. 

5) Melaporkan hambatan, permasalahan yang dijumpai dilapangan. 

Diharapkan akan ada dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  

Semoga Rancangan Akhir Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 

Provinsi Bali Tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku 

kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah 

Provinsi Bali Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada 

seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. 

 































































































































    

 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,  

MEDIA, DAN KEMITRAAN KOMUNITAS 

TAHUN 2023 
  

 

 

I. Latar Belakang 

Hubungan Masyarakat (Public Relations) adalah suatu fungsi manajemen yang berperan 

sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dengan publik, baik internal maupun eksternal 

organisasi. Eksternal organisasi yaitu memberikan informasi kepada khalayak di luar 

lingkungan. Sedangkan ke dalam yaitu berupaya memberikan saran-saran kepada publik 

internal. Serta mampu menerapkan program-program yang telah direncanakan dan mampu 

mengatasi masalah yang akan terjadi. Sehingga akan terbentuk kerjasama dan loyalitas baik dari 

publik internal maupun eksternal organisasi. 

Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat 

dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yakni terjaga dan terbentuknya kognisi (saling 

pengertian), afeksi (saling percaya), dan perilaku positif publik terhadap organisasi/lembaga.  

Salah satu tugas Humas yang tidak boleh dianggap remeh adalah dalam hal 

mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan. Dokumentasi 

merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data dari kegiatan yang akan dan saat dilaksanakan 

suatu kegiatan. Fungsi dari dokumentasi sendiri adalah sebagai bukti telah terlaksananya suatu 

kegiatan, serta dapat memberikan kemudahan dalam hal kearsipan bagi Pemerintahan Provinsi 

Bali karena telah terlaksananya beberapa kegiatan.  

Tugas dari dokumentasi acara tidak hanya memotret kegiatan, tetapi juga meliput acara 

yang telah dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai media massa yang 

ada agar dalam hal pemberitaan kegiatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. 

Serta diharapkan timbulnya umpan balik atas terlaksananya kegiatan tersebut dari masyarakat. 

 

 

 

 

website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id 

http://www.diskominfos.baliprov.go.id/


II. Maksud dan Tujuan 
 

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain: 

a) Memberikan layanan peliputan terhadap seluruh kegiatan Pimpinan terkait dengan program-

program Pemerintah Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".  

b) Menjalin hubungan dengan pers, sehingga kegiatan peliputan tertata dengan baik dan 

kualitas informasi dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang 

benar dan seragam. 

c) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari 

Pemerintah kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada Pemerintah Provinsi Bali.  

d) Membina hubungan secara harmonis antara Pemerintah dan publik, baik internal maupun 

eksternal, serta dengan stakeholder terkait. 

 

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan 
 

Sasaran kegiatan ini adalah Pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta 

Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta ibu) serta Kepala Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya dokumentasi kegiatan Pimpinan 

diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah, 

untuk kemudian dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi dalam beberapa bagian pokok, 

yakni: 

1. Perencanaan 

2. Mengumpulkan informasi dan data terkait kegiatan Pimpinan yang akan diliput 

3. Mendokumentasikan dan meliput kegiatan Pimpinan 

4. Membuat bahan berita (release) baik tertulis maupun foto 

5. Mengarsipkan foto-foto kegiatan Pimpinan 

6. Mengevaluasi hasil peliputan dan umpan balik dari masyarakat 

 

Adapun program kerja yang dilaksanakan, antara lain: 

 Menyiapkan data program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang akan diliput. 

 Meliput agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali. 

 Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi 

kegiatan Pimpinan kepada masyarakat. 

 

 

 

 

 



IV. Waktu Pelaksanaan 

 

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, 

dan Kemitraan Komunitas berupa peliputan kegiatan Pimpinan adalah sejak bulan Januari s/d 

Desember 2023. 

 

V. Sumber dan Rencana Biaya 
 

Sumber pembiayaan sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan 

Kemitraan Komunitas adalah APBD Tahun Anggaran 2023, dengan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) sebagai berikut: 

 

No Uraian Belanja Volume Jumlah (Rp) 

1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor 

1 paket 6.540.630 

2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover 

25 rim 1.881.000 

3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer  

1 paket 30.836.370 

4. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1 tahun 650.832.000 

5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 tahun 1.105.660.000 

6. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan 

Film 

1 paket 193.750.000 

7. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 

(Hardisk External) 

2 unit 5.500.000 

 Total  1.995.000.000 

 

VI. Produk/Keluaran 
 

Produk keluaran dari sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan 

Kemitraan Komunitas adalah jumlah foto dan video program Pemerintah Provinsi Bali yang 

dirilis, yakni 14.000 dokumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Penutup 
 

Demikian Kerangka Acuan Kinerja (KAK) sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai 

referensi dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat 

memperoleh gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat 

terlaksana dengan baik.  

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Bidang Publikasi 

dan Dokumentasi 

 
 

Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si 

Pembina Tk.I (IV/b) 

NIP. 19661231 199303 1 208 

Bali, 2 Maret 2022 

 

Sub Koordinator Unit Substansi 

Peliputan dan Dokumentasi 

 

 
 

Kadek Krisna Ary Suryanti,SS 

Penata Tk.I (III/d) 

NIP. 19830824 200604 2 010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) 

PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 

TAHUN 2023 
  

 

 

I. Latar Belakang 
 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

keterbukaan Informasi Publik, informasi  merupakan  kebutuhan  pokok  setiap orang    bagi  

pengembangan  pribadi  dan  lingkungan sosialnya  serta    merupakan  bagian  penting  bagi 

ketahanan nasional. hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan 

informasi publik merupakan salah  satu  ciri  penting  negara  demokratis  yang menjunjung   

tinggi   kedaulatan   rakyat   untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. 

Suatu pemerintahan akan berhasil apabila program yang digulirkan dapat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat. Sosialisasi program merupakan salah satu kunci keberhasilan 

pelaksanaan berbagai program tersebut. Untuk itu diperlukan peran media, dalam hal ini media 

cetak, elektronik, dan online guna mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat 

mengenai program yang tengah dilaksanakan Pemprov Bali. Dengan mengetahui program yang 

tengah dilaksanakan Pemerintah, maka masyarakat diharapkan dapat lebih optimal memetik 

manfaat dari berbagai program. Bertolak dari hal tersebut, Pemprov Bali melaksanakan sub 

kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mengingat media merupakan ujung tombak 

dalam penyebarluasan informasi. 

 

II. Maksud dan Tujuan 
 

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain: 

a) Memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat terkait program-program 

Pemerintah Provinsi Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui media cetak, elektronik, 

maupun online. 

b) Menjalin hubungan dengan pers, sehingga kualitas informasi dapat disampaikan secara 

akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar dan seragam. 
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III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan 
 

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh lapisan masyarakat, diharapkan masyarakat luas bisa 

mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah, untuk kemudian dapat merasakan 

manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi dalam beberapa bagian pokok, 

yakni: 

1. Perencanaan 

2. Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan liputan 

3. Mempersiapkan rilis, foto dan video 

4. Membuat bahan publikasi 

5. Mengirimkan bahan publikasi/berita ke media massa 

6. Pemuatan bahan publikasi/berita di media massa 

 

Adapun program kerja yang dilaksanakan, antara lain: 

 Menyiapkan bahan publikasi program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang terkini dan 

ter-update. 

 Mempublikasikan agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, 

dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali. 

 Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi 

kegiatan Pimpinan kepada masyarakat. 

 Menjalin kerja sama dengan pers, baik media cetak, elektronik, dan online. 

 Menyiapkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan dari Pemerintah Provinsi Bali 

kepada instansi-instansi terkait. 

 

IV. Waktu Pelaksanaan 
 

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik berupa 

publikasi/penyebarluasan informasi kegiatan Pimpinan adalah sejak bulan Januari s/d Desember 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Sumber dan Rencana Biaya 
 

Sumber pembiayaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah APBD 

Tahun Anggaran 2023, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut: 

No Uraian Belanja Volume Jumlah (Rp) 

1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket 2.152.200 

2. Belanja Foto Copy  56236 lembar 33.741.600 

3. Belanja Kertas HVS 100 rim 7.560.000 

4. Belanja Benda Pos 143 Lembar 1.430.000 

5. Belanja Tinta 1 paket 27.782.900 

6. Belanja Karangan Bunga 35 buah 35.000.000 

7. Belanja Jasa Tenaga Kehumasan 30 orang 1.040.988.000 

8. Belanja Publikasi Media 1 tahun 10.355.000.000 

9. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah 

1 tahun 931.000.000 

 Total  12.547.640.140 

 

VI. Produk/Keluaran 
 

Produk keluaran dari sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah Jumlah 

Publikasi Berita yang terbit atau tayang di media cetak, elektronik, dan online, yakni sebanyak 

30.000 berita/tayang. 

 

VII. Penutup 
 

Demikian Kerangka Acuan Kinerja (KAK) sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi 

Publik dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan. 

Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai pekerjaan yang 

akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Bidang Publikasi 

dan Dokumentasi 

 
Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si 

Pembina Tk.I (IV/b) 

          NIP. 19661231 199303 1 208 

Bali, 2 Maret 2022 
   Sub Koordinator Unit Substansi 

Publikasi  
 

 
I Made Dwi Prayana, SE, MA 

Penata (III/c) 

NIP. 19831118 201101 1 005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerangka Acuan Kerja (KAK) 

KEGIATAN 
PENINGKATAN KUALITAS DAN KAPASITAS LAYANAN KOMUNIKASI

TAHUN 2023 
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI 

Nama SKPD :Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali 

Nama Bidang/Bagian: Bidang Informasi Komunikasi Publik 

Nama Subid./Subag Seksi Kemitraan dan Sumber Daya Komunikasi Publik 

Nama Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Nama Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 

Keluaran/output Terwujudnya peningkatan kualitas dan kapasitas komunikasi 

melalui kerjasama dan jejaring sosial dalam bentuk Forum 

Koordinasi Kehumasan, Layanan Sound Sytem dan Fasilitasi 

Hibah KPID 

:4 kali Dialog Forum Kehumasan, 75 kali Pelayanan Sound 

sytem, 48 kali Sosialisasi Penyebarluasan informasi program 
Target keluaran 

pembangunan Pemerintah Provinsi Bali dan Fasilitasi Hibah 

KPID 

Hasil/outcome :Diseminasi dan penyerapan pertukaran informasi antar 

Aparatur Pemerintah, LSM, Anggota Masyarakat, Ormas di 

Provinsi Bali 

Target hasil/outcome : 12 bulan 

A. Latar Belakang 

1. Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

lan Susunan Perangkat Daerah. 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

- Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 566/ 03-1/HK/ 2017 tanggal 1 Pebruari 

2017 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Kehumasan Provinsi Bali. 

2. Gambaran Umum 

Pemerintah harus mampu melakukan fungsi manajemen dalam informasi 

dan komunikasi yang persuasif, Efektif, efisien dan akuntabel untuk menciptakan

hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui sarana dan prasarana

kehumasan guna menciptakan sinergi yang optimal dalam membangun daerah 

sebagaimana tersirat dalam program Nangun Sat Kerthi Loka Bali mewujudkan

Bali Era Baru. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan 



Statistik dituntut harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang 

sesuai dengan tujuan dan kebijakan Pemeintah Provinsi Bali. Dan yang tidak 

kalah pentingnya harus mampu memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi 

yang mudah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 

dilaksanakan guna menjawab tuntutan yang ditujukan terhadap keberadaan

humas sebagaimana tersebut diatas. Terbangunnya sinergitas antara pejabat 

Humas Pemerintah Provinsi Bali dengan humas BUMN, BUMD dan Lembaga 

lainnya, diharapkan akan mampu mewujudkan pengelolaan informasi yang 

optimal, sehingga informasi yang ada, dapat bermanfaat bagi segenap lapisan 

masyarakat, khususnya didalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang 

dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali. 

Pelayanan sound system baik bagi instansi pemerintah maupun non 

pemerintah yang terdapat dalam kegiatan Peningkatan Kualitas dan kapasitas 

Komunikasi, merupakan sarana pendukung penyebarluasan informasi kepada 

masyarakat, dan dapat berguna sebagai jembatan penghubung antara 

Pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan Lembaga 

lainnya, sehingga terbangun sinergitas yang baik. 

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal 

penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan

masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi, KPI memiliki kewenangan 

(otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang 

menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. 

Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap 

pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan

semuanya ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat dan 

lembaga negara lainnya, karena spektrum frekuensi pengaturannya saling 

berkaitan. 

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan 
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan sinergitas antara 

kehumasan Pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya, tersebarluaskannya 

program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Kepada Masyarakat serta 

memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien. 

Tujuannya untuk membangun jejaring komunikasi antara pejabat kehumasan 

sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dan komunikasi sehingga informasi

yang disampaikan ke masyarakat publik dapat memberikan pemahaman yang 

benar dan terarah dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pembangunan. 



4. Penerima Manfaat 

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah aparatur 

pemerintah, LSM, Masyarakat, Ormas di Pemprov. Bali. Kegiatan dimaksud untuk 

meningkatkan koordinasi dan mengembangkan jejaring komunikasi sesama pejabat 

Humas Pemerintah, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya kiranya kedepan dapat 

dikembangkan sebagai sebuah komunikasi yang intensif dan berkesinambungan 

sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam upaya mewujudkan masyarakat Bali 
sukerta sekala niskala sesuai dengan visi " Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola 

Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. 

5. Strategi Pencapaian Sasaran 

1. Metode yang dilakukan untuk pengadaan dalam kegiatan dimaksud adalah 

dengan cara swakelola (belanja honor narasumber, belanja perjalanan dinas) 

dan kontraktual (belanja ATK, belanja pakaian kerja) 

2. Tahapan-tahapan pelaksanaan sbb: 

Pelaksanaan rapat koordinasi dengan peserta pejabat kehumasan 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan lnstansi Vertikal serta BUMN, BUMD dan 

Lembaga lainnya. 
Mengadakan kegiatan diskusilsarasehan Idialog menyangkut hal-hal yang 

berkaitan dengan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 

dilaksanakan di Instansi yang terangkum dalam Forum Koordiasi Kehumasan 

Provinsi Bali. 

Pelayanan Sound System 

Sosialisasi Penyebarluasan informasi program pembangunan Pemerintah

Provinsi Bali 

Penyusunan laporan dan penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ). 

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:

Penanggung jawab kegiatan: Gede Pramana (Kepala Dinas Komunikasi 
Informatika dan Statistik Prov. Bali) 

Pelaksana kegiatan: I Ketut Swika (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi 

Publik) 
Penyampaian jadwal kegiatan dan penyusunan laporan serta penyelesaian 
administrasi kegiatan (SPJ). 

4. Tempatlokasi: Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten dan Kota se Bali 

5. Waktu Pencapaian Sasaran: Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan. 

6. Dana: Dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, dengan 

dana indikatif Rp. 2.779.200.928 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan 

Juta Dua Ratus Ribu Sembilan Dua puluh Delapan Rupiah) dengan perincian 

sebagai berikut: 



1 Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.000 

Belanja Kertas dan Cover 

Belanja Bahan Komputer 
2.000.000 

3 1.600.000 

Belanja perangko, material, dan benda pos 

Belanja Alat Listrik (Baterai) 
4 600.000 

5 5.200.000 

14.800.000 Belanja Honorarium Narasumber, pembahas, 
Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 

8 Belanja Tenaga Administrasi 
Belanja Hibah KPID 

10 Belanja Makanan dan Minuman 

12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

13 Belanja Tas Belanja Ramah Lingkungan 

14 

412.240.928 

9 2.000.000.000

14.000.000

202.160.000

72.000.0000

Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50.100.000 

Lainnya(Home Use) 

Denpasar, 10 Maret 2022 

Mengetahui/Menyetujui : 
Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi 
Informatika dan Statistik Provinsi Bali 

Mengetahui 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
Pada Sub. Kegiatan Penguatan 
Kapasitas Sumber Daya Komunikasi 
Publik 

( 
Ketut Swika, S.EAK.M.A 
Pembina IV/a 
NIP. 19680302 199203 1013 

Gede Aramana 
NIP. 19880531 199703 1 002 



KERANGKA ACUAN KERJA 
 

Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi 
Bali 

Nama Bidang/Bagian : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 
Nama Sub Bidang/Sub Bagian : Pelayanan Informasi Publik 
Nama Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 
Capaian Dalam RPJMD : 100% 
Nama Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 
Keluaran/Output Kegiatan : Terbit dan tersebarnya Majalah Bungansandat, 

terlaksananya Bimtek PPID, Dialog PPID, Pertunjukan 
Kesenian Rakyat, KBS Festival, Pameran Margarana, 
Sosialisasi SP4N LAPOR, dan Pelayanan Informasi 

Target Keluaran/Output Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat  
Hasil/Outcome : Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik 
Jumlah Dana : Rp. 4.568.356.588,00 
 
 

A. LATAR BELAKANG KEGIATAN 

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan 

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah 

penyebarluasan Informasi dimana hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi 

Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak 

atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara makin dapat 

dipertanggungjawabkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (clean 

government). 

Peranan dan posisi yang sangat strategis tersebut memikul tanggung jawab yang sangat besar 

terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Bali, 

oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 

2023 merencanakan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Pelayanan dan Penyebarluasan 

Informasi kepada masyarakat. 

 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 adalah Undang-Undang 

yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam 

rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara 

baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada 

Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan kegaitan Badan Publik 

untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif. 

 

 

 

 

 



Merujuk Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik dan menyesuaikan dengan Pergub Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, 

menetapkan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai 

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris, Kepala 

Bagian dan atau pejabat yang menangani pelayanan di OPD sebagai PPID Pelaksana. Daftar 

Informasi Publik dari seluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Bali dikumpulkan di 

server Diskominfos dan dipublikasikan melalui media website https://ppid.baliprov.go.id dan  

https://balisatudata.baliprov.go.id. Penguatan Sumber Daya Manuasia pengelola pelayanan 

informasi publik dikalukan dengan cara Bimbingan Teknis 3 (tiga) kali dalam 1 tahun yang diikuti 

oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali dan PPID Utama Kabupaten Kota se-Bali. Selaian 

penguatan inyernal juga dilaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif dengan 

narasumber dari tokoh-masyarakat, universitas dan kelompok masyarakat, untuk menjaring dan 

mendapatkan masukan dari berbagai sthekholder pemangku kepentingan, terkait pelaksnaan 

kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Bali. 

 
I. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

- Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dengan majalah yang bertujuan untuk 

mempromosikan UKM dan IKM kepada masyarakat khususnya perajin Bali untuk 

dapat bersaing dengan perajin dari luar Bali sehingga dapat meningkatkan ekonomi 

kemasyarakatan. 

- Program Kegiatan Kolaborasi Bali Smart (KBS) Festival bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat luas serta mempromosikan program-program pemerintah 

Provinsi Bali yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan, sehingga 

masyarakat teredukasi. 

- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menyiapkan dan ketersediaan 

informasi publik serta pelayanan informasi pubik yang sesuai dengan amanat UU No. 

14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, serta Bimtek PPID bertujuan 

untuk memberikan pemahaman kepada PPID Pelaksana dimasing-masing OPD 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta PPID Utama di Kabupaten-Kota se-Bali. 

- Pertunjukan Kesenian Rakyat bertujuan untuk mensosialisasikan Program Pemerintah 

Pusat dan Daerah, dengan metode pementasan bondres. Melalui program ini 

diharapkan masyarakat mendapat informasi yang utuh dan benar. 

- Dialog dilaksnakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan serta mendapatkan 

masukan dari berbagi pihak termasuk masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan 

penyebarluasan informasi publik. 

2. Sasaran 

- Perajin Binaan Dekranasda Provinsi Bali, Kabupaten/Kota se-Bali.   



- KBS Festival dengan sasaran Peserta yaitu Instansi Vertikal, Horizontal, UKM, dan 

IKM serta masyarakat umum. 

- Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sasarannya Pejabat Pengelola di 

masing-masing OPD Provinsi Bali. 

- Dialog Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sasarannya Pejabat Pengelola di 

masing-masing OPD Provinsi Bali, Universitas dan Tokoh Masyarakat/LSM. 

- Keterbukaan Informasi Publik sasarannya masyarakat umum (publik) pemohon 

informasi tentang Program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali berbasis online dan 

offline. 

 

II. RUANG LINGKUP 

Lingkup kegiatan Pelayanan Informasi Publik meliputi Kabupaten/Kota seluruh Provinsi 

Bali sebagai berikut : 

A. Pencetakan dan Penerbitan Majalah Bungansandat meliputi :  

a. Persiapan Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan   

b. Pembuatan Jadwal pelaksanaan kegiatan  

c. Koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dan UKM 

serta Dekranasda Provinsi  Bali. 

d. Melakukan pengumpulan data perajin ke lapangan 

e. Pembuatan Tema serta Materi 

f. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk cetak majalah dan Digital 

B. KBS Festival 

a. Rapat intern membahas rancangan kegiatan 

b. Rapat penentuan tema 

c. Penyusunan tim pelaksana kegiatan 

d. Penyusunan jadwal pelaksanaaan kegiatan 

e. Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Horisontal serta Kominfo Kabupaten/ Kota 

se-Bali 

f. Koordinasi dengan stakeholder lainnya diantaranya Kementrian Kominfo, Pemerintah 

Kabupaten/Kota se Bali. 

g. Rapat-rapat koordinasi dan pemantapan (Instansi vertikal, horisontal, IKM, UMKM, 

Dekranasda, BUMN, BUMD).  

h. Rapat Pleno 

i. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk pameran booth outdoor di Lapangan Puputan 

Margarana dan sosialisasi melalui website/media sosial 

j. Penyusunan Laporan 

 

 



C. Bimtek Pengelola PPID 

a. Penyusunan tim pelaksana kegiatan 

b. Penyusunan jadwal pelaksanaaan kegiatan 

c. Koordinasi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Dinas Kominfo 

Kabupaten/ Kota se-Bali 

d. Koordinasi dengan stakeholder lainnya diantaranya Kementrian Kominfo, Komisi 

Informasi Provinsi Pusat, PPID Utama Kab/Kota se Bali dan Komisi Informasi 

Daerah Bali  

e. Rapat Koordinasi  

f. Sosialisasi dan Pemberian Layanan kepada publik 

g. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Bimtek 

h. Penyusunan Laporan 

D. Dialog Pengelola PPID 

a. Penyusunan tim pelaksana kegiatan 

b. Penyusunan jadwal pelaksanaaan kegiatan 

c. Koordinasi dengan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta Kominfo 

Kabupaten/ Kota se-Bali 

d. Koordinasi dengan stakeholder lainnya diantaranya Kementrian Kominfo, Komisi 

Informasi Provinsi Pusat, PPID Utama Kab/Kota se Bali dan Komisi Informasi 

Provinsi Bali  

e. Rapat Koordinasi  

f. Sosialisasi dan Pemberian Layanan kepada publik 

g. Pelaksanaan dikemas dalam bentuk Dialog secara offline dan online straming yotube. 

h. Penyusunan Laporan 

E. Pelayanan Informasi 

a. Pembuatan form Permohonan Informasi dan Permohonan Keberatan  

b. Pembuatan Daftar Registrasi Permohonan Informasi secara langsung dan online 

melalui website dan aplikasi Bali Satu Data dan Email ppid@baliprov.go.id. 

c. Pelaksanaan pelayanan informasi secara langsung di Kantor Diskominfos Provinsi 

Bali 

d. Pelaksanaan pelayanan informasi secara online melalui Sistem Keterbukaan 

Informasi (https://balisatudata.baliprov.go.id) dan email ppid@baliprov.go.id 

 

III. RENCANA PELAKSANAAN 

1. Lokasi Kegiatan   

a. Majalah disusun berdasarkan data yang didapat dari Kabupaten Kota se-Bali (perajin 

binaan Dekranasda Provinsi Bali), dicetak 4 kali dalam setahun sebanyak 900 

exemplar. 



b. KBS Festival dilaksanakan di Lapangan Puputan Margarana Renon Denpasar 

c. Bimbingan Teknis (Bimtek) diadakan pada triwulan ke 1 dan 2  pada minggu kedua 

selama 1 hari secara offline di Ruang rapat Diskominfos 3 (tiga) dalam setahun 

d. Dialog diadakan pada triwulan ke 2 pada minggu kedua selama 1 hari secara daring 

dan luring 

e. Pelayanan Publik (PPID) dilaksanakan di Diskominfos Provinsi Bali setiap saat offline 

dan secara online 

2. Peserta 

a. Majalah dalam bentuk cetak berwarna dengan konten perajin lokal Bali yang ada di 

Kabupaten/Kota se-Bali Binaan Dekranasda Provinsi Bali. 

b. KBS Festival dilaksanakan dengan peserta Instansi Vertikal, Instansi Horisontal, 

BUMN/BUMD, PTS dan PTN di Bali, Lembaga Pusat, IKM dan UKM binaan 

Dekranasda Provinsi Bali, Kabupaten/Kota se-Bali 

c. Bimbingan teknis (Bimtek) dan Rapat koordinasi, peserta adalah seluruh PPID yang 

ada di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali. 

d. Dialog dan Rapat koordinasi, peserta adalah seluruh PPID yang ada di Pemerintah 

Provinsi Bali dan Kab/Kota se-Bali. 

3. Pelaksana 

a. Bimbingan Teknis (Bimtek), pelaksana adalah Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama 

dengan Kementrian Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, Komisi Informasi 

Provinsi Bali. 

b. Dialog, pelaksana adalah Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementrian 

Kominfo, Komisi Informasi Provinsi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Bali, 

Perguruan Tinggi dan BUMD di Bali. 

c. Rapat Koordinasi, pelaksana adalah Diskominfos Provinsi Bali 

d. Pelayanan Publik pelaksana PPID utama Pemerintah Provinsi Bali 
 

B. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN 

1. Metode Pelaksanaan  

Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

2. Semua tahapan dilaksanakan didahului dengan rapat-rapat internal dan rapat dengan instansi 

terkait offline dan virtual, kemudian membuat laporan dan Nota Dinas ke Pimpinan 

(Gubernur dan Sekda) 

3. Waktu Pelaksanaan 

a. Bimbingan Teknis (Bimtek) diadakan di Diskominfos Provinsi Bali direncanakan pada 

triwulan ke 1 dan 2 selama 1 hari.  

b. Dialog direncanakan pada triwulan ke 2 dan 3 selama 1 hari.  



c. Majalah disusun berdasarkan data yang didapat dari Kabupaten/Kota se-Bali, dicetak 4 kali 

dalam setahun sebanyak 900 buku dengan konten maupun isian berita UMKM yang ada di 

Bali. 

d. Pertunjukan Kesenian Rakyat diselengarakan ke Kabupaten/.Kota di Bali dan saat 

pembukaan/penutupan KBS Festival secara off line dan virtual bekerjasama dengan sekaa 

kesenian di Bali. 

e. KBS Festival dilaksanakan pada Bulan Agustus selama 4 (empat) hari. 

f. Pameran Margarana dilaksanakan pada Bulan Nopember selama 5 (lima) hari. 

g. Pelayanan Publik (PPID), di Diskominfos Provinsi Bali setiap saat pada hari kerja atau 24 

jam melalui website: http://ppid.baliprov.go.id dan https://balisatudata.baliprov.go.id, 

Email: ppid@baliprov.go.id 

 

Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan  

Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik   

Provinsi Bali 

Pelaksana Kegiatan  :   PPTK Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

 

 

C. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN 

- Kegiatan Pencetakan dan Penerbitan Majalah Bungansandat 4 edisi per-Triwulan sebanyak 

900 buku dalam setahun 

- Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan SDM Pelayanan PPID dilaksanakan 3 (tiga) kali 

pada bulan Pebruari, April, Juni, September, dan Oktober pada minggu kedua. 

- Dialog Penguatan SDM Pelayanan PPID dilaksanakan 2 (tiga) kali pada bulan Maret dan 

Mei pada minggu kedua. 

- KBS Festival dilaksanakan pada Bulan Agustus bertepatan dengan peringatan hari jadi 

Pemerintah Provinsi Bali selama 4 (empat) hari. 

- Pameran Margarana dilaksanakan pada Bulan Nopember bertepatan dengan peringatan 

hari Pahlawan selama 5 (lima) hari. 

- Pertunjukan Kesenian Rakyat dilaksanakan 23 kali secara langsung dan virtual. 

- Pelayanan Informasi dilaksanakan selama hari kerja secara langsung (offline) dan 24 jam 

secara online melalui website maupun email. 

 

D. BIAYA YANG DI PERLUKAN 

Besarnya biaya yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar              

Rp. 4.568.356.588,00 (empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puliuh 

enam lima ratus delapan puluh delapan rupiah). 

 



Dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

a.  Biaya Penerbitan Majalah Rp 143.870.000,00 

- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal : (Pembuat Artikel) Rp. 4.800.000,00 

- Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah : (Desain Grafis) Rp. 7.920.000,00 

- Biaya cetak buku cover & jilid Rp. 93.150.000,00 

- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengumpulan Bahan Majalah Rp. 38.000.000,00 

b.  Biaya Bimtek Rp. 32.700.000,00 

- Narasumber Rp. 29.200.000,00 

- Moderator Rp. 3.500.000,00 

c. Biaya Dialog Rp. Rp. 14.000.000,00 

- Narasumber Rp. 12.600.000,00 

- Moderator Rp. 1.400.000,00 

d. Biaya Pameran Margarana Rp. 107.600.000,00 

- Penyelenggaraan Pameran Margarana Rp. 100.000.000,00 

- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.600.000,00 

e. Biaya Alat Tulis Kantor untuk mendukung administrasi kegiatan Rp. 37.683.900,00 

f. Biaya Makan dan Minum Rapat Rp.182.035.000,00 

g. Biaya Pertunjukan Kesenian Rakyat, Rp. 404.900.000,00 

- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp. 365.000.000,00 

- Biaya Perjalanan Dinas Penjajakan dan Pementasan Rp. 39.900.000,00 

h. Biaya Jasa Tenaga Administrasi Rp. 224.858.688,00 

i. Biaya KBS Festival Rp. 3.203.615.000 

j. Perjalanan Dinas Luar Kota, 24.376.000,00 

k. Belanja Pengadaan Pendukung Kegiatan Rp. 229.283.000,00 

 

E. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 
Menyetujui/Mengesahkan   
Pengguna Anggaran  Bali,   
Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Provinsi Bali 

 Disiapkan oleh 
PPTK, 

   
 
 
 

Gede Pramana, S.T.,M.T.  I Ketut Swika SE,AK.,M.A.P 
NIP. 19680531 199703 1 002  NIP. 19680302 199203 1 013 
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